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ABSTRAK 
 
Rizki Nur Aprilia, B11110150. Tinjauan Sosiologi Hukum Perspektif 
Masyarakat Terhadap Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar. 
(Dibimbing oleh Dr. Wiwie Heryani, S.H., dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H, 
M.H.) 
Bagi Mahasiswa Demonstrasi adalah sebuah cara untuk 
menyampaikan kepada masyarakat luas tentang sebuah perjuangan 
politik untuk mengagas adanya perubahan perubahan sebagai wujud dari 
berbagai tuntunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai bagaimana 
persepktif masyarakat terhadap demonstrasi mahasiswa di kota 
Makassar.  
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat. 
Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pandangan masyarakat 
terhadap  demonstrasi yang di lakukan mahasiswa itu penting jika 
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun menolak jika 
demonstrasi dilakukan secara anarkis. Oleh karena itu masyarakat ingin 
mahasiswa melakukan demonstrasi secara tertib dan sesuai dengan 
aturan-aturan yang berlaku.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya setiap manusia yang lahir didunia memiliki hak asasi 
sendiri sebagai mahkluk hidup ciptaan Tuhan YME. Hak untuk hidup, hak 
untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak 
untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak-hak dasar yang 
dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian oleh Sang 
pencipta sebagai mahkluk ciptaan Tuhan YME atau sering disebut 
sebagai hak asasi manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau kebebasan 
manusia itu adalah sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh 
siapa pun baik itu seserang, sekelompok maupun termasuk oleh negara.  
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah 
ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah 
Negara hukum”. 
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kebebasan 
berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan 
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam 
bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.  
Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, maka 
harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara hukum.  
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Yakni mengakui dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga 
negaranya. Salah satu hak dari warga negara adalah hak untuk 
menyampaikan pendapat. Pentingnya kebebasan berpendapat di muka 
umum baik lisan maupun tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi 
merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan 
dipenuhi oleh negara.  
Oleh karena itu demonstrasi merupakan bentuk aspirasi masyarakat 
dalam mengeluarkan pendapatnya sebagai hak warga negara yang bebas 
menyampaikan pendapatnya. Namun haruslah dilakukan secara 
bertanggung jawab.  
Begitu pentingnya kebebasan berpendapat di muka umum sehingga 
dijamin dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan 
sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) yang berbunyi: 
Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang” 
Pasal 28 E Ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 
2. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disebutkan dalam 
beberapa pasal berikut: 
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Pasal (2) ”Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, 
bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan 
tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara”. 
Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan 
mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk 
mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat 
dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-
batas.” 
3. Ketetapan MPR no XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 
Pada hakikatnya demostrasi merupakan salah satu cara yang efektif 
untuk mengeluarkan pendapat agar terpenuhi kepentingannya. Namun 
sekalipun sudah terdapat pengaturannya, ada kalanya kita menemukan 
praktik yang dapat menciderai demonstrasi itu sendiri. Misalkan tindakan 
anarkis dari para demonstran. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa seringkali 
berakhir menjadi aksi yang anarkis berupa pelemparan, kejar-mengejar 
dengan petugas kepolisian, pembakaran, perampokan, bahkan yang lebih 
parah memakan korban jiwa tanpa memikirkan tercapainya tujuan awal 
demonstrasi tersebut. 
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Demonstrasi yang terjadi pada mahasiswa Makassar pada Tahun 
1996 yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang 
mengakibatkan banyaknya korban luka-luka sampai 3 orang yang 
meninggal dunia yang dikenal dengan peristiwa Amarah. Merupakan 
salah satu contoh demonstrasi yang anarkis dan menimbulkan banyak 
kerugian bagi banyak pihak.  
Salah satu cara para demonstran agar mendapat perhatian dengan 
melakukan tindakan berupa pembakaran dan pengerusakan kendaraan-
kendaraan yang melintas dan yang menjadi sasaran utama adalah 
kendaraan-kendaraan berplat merah yang merupakan kendaraan dinas. 
Dengan aksi demonstrasi anarkis inilah terkadang malah banyak pihak 
yang dirugikan terutama kerugian material yang tidak sedikit. 
(http://www.pustakasekolah.com/amarah-april-makassar-berdarah-
1996.html#ixzz2uzmUuIy8) . diakses pada tanggal 04 maret 2014 pukul 
20:25 WITA. 
Kota Makassar termaksuk kota salah satu kota yang mahasiswanya 
begitu antusias dengan gerakan demonstrasi turun ke jalan. Berbagai 
Universitas Negeri maupun Swasta di Makassar menggunakan metode 
demonstrasi sebagai jalan menuntut keadilan. Walau demikian, 
demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar akhir-akhir ini sering 
mengambil jalur yang ekstrim seperti menutup jalan, melakukan 
pengrusakan fasilitas umum atau fasilitas kampus sendiri serta bentrok 
dengan polisi. Ketika aksi demonstrasi sudah berbau unsur politik, maka 
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kerap kendaraan-kendaraan berplat merah selalu menjadi favorit aksi 
kekerasan yang tak luput dari tindakan berupa pembakaran dan 
pengerusakan. Dengan aksi demonstrasi anarkis inilah terkadang malah 
banyak pihak yang dirugikan terutama kerugian material yang tidak sedikit 
karena mobil dinas-dinas berplat merah tersebut dibeli menggunakan 
uang rakyat tapi dirusak kembali oleh rakyat. Fluktasi demokrasi 
mengalami pasang surut seiring dengan pelaksanaan aspek-aspek 
dasarnya, baik aspek formal maupun aspek materilnya. Aspek formal 
yang di maksud adalah mengenai pelaku yakni masyarakat. Sejauh mana 
rakyat berperan dalam sebuah proses bernegara. Aspek meteril 
demokrasi menyangkut persoalan subtansi dasar antara lain terdiri atas 
adanya penghormatan atas HAM(termaksud kebebasan berpendapat), 
adanya pengawasan terhadap pemerintah dan adanya peradilan yang 
bebas. Untuk menjamin pelaksanaan yang demokrasi, hukum hadir 
bahkan menjadi dasar pijakan pengembangan demokrasi. Seringkali 
dinyatakan bahwa antara hukum, demokrasi dan HAM memiliki hubungan 
yang bersifat piramidal. Hukum menjadi dasar pelaksanaan demokrasi 
dan demokrasi menjadi alas utama bagi perwujudan dan penghormatan 
terhadap HAM. Dengan kata lain tidak mungkin terwujud penghargaan 
HAM (salah satunya adalah kebebasan berpendapat) tanpa pemerintahan 
negara yang demokratis. (Suteki, 2013: . 236-237)  
Demonstrasi mahasiswa yang memang akhir-akhir ini meresahkan 
masyarakat terutama pengguna jalan raya Makassar, menilai jalan raya 
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adalah tempat terbaik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Para 
demonstran seolah-olah tidak memperdulikan aturan-aturan dan 
kenyamanan para pengguna jalan.   
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dalam penelitian karya skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah perspektif masyarakat terhadap demonstrasi 
mahasiswa di Kota Makassar?  
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap demonstrasi mahasiswa 
dalam masyarakat?  
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap demonstrasi 
mahasiswa di Kota Makassar. 
2.  Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap demonstrasi 
mahasiswa dalam masyarakat di Kota Makassar.  
2. Kegunaan Penulisan 
1. Mengetahui perspektif masyarakat terhadap demonstrasi 
mahasiswa di Kota Makassar. 
2. Mengetahui implikasi hukum terhadap demonstrasi mahasiswa 
dalam masyarakat di Kota Makassar.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Mengenai Sosiologi Hukum 
1. Pengertian Sosiologi Hukum 
Berbicara masalah pengertian sosiologi hukum maka kita berbicara 
masalah kajian sosiologi hukum, menurut Achmad Ali dalam bukunya 
menjelajah kajian empiris terhadap hukum (1998:9) sebagai berikut: 
“Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian sosiologi yang objeknya 
fenomena hukum, tetapi menggunakan optik atau kacamata ilmu 
sosial dan teori-teori sosiologi, pendekatan yang dipakai dalam 
sosiologi hukum bebrbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh 
ilmu-ilmu hukum lainnya”. 
 
Achmad Ali (1998:11) juga menjelaskan sebagai berikut: 
 
“Yang membedakan antara ilmu-ilmu hukum dengan sosiologi 
hukum yaitu bahwa normatif menekankan kajian pada law in books, 
hukum sebagaimana seharusnya, dan arena itu berada dalam dunia 
sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada law in 
action, hukum dalam dunia sains. Sosiologi hukum menggunakan 
pendekatan empiris yang bersifat preskriptif”. 
 
“Hukum yang merupakan objek dari ilmu hukum dilihat dari dalam 
hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga 
hukum sebgai objeknya, tetapi meneropong dari luar hukum dengan 
menggunakan konsep-konsep beberapa ilmu sosial”. 
 
 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1983:51) Sosiologi hukum adalah 
suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis 
mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, 
dengan gejala-gejala sosial lainnya. 
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Berikut beberapa pendapat-pendapat dari beberapa Sosiologi hukum 
untuk memberikan pengertian sosiologi hukum (Zainuddin Ali 2005:10). 
Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut: 
1. Menurut Soerjono Soekanto 
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari 
hubungan timbal balik anatar hukum dengan gejala-gejala 
sosial lainnya. 
2. Menurut Satjipto Raharjo 
Sosiologi hukum ( Sociology of Law) adalah pengetahuan 
hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks 
sosialnya. 
3. Menurut H.L.A.Hart 
H.L.A Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi 
hukum. Namun Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep 
tentang hukum mengandung usur-unsur kekuasaan yang 
terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum 
yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. 
4. Menurut R. Otje Salman 
Sosiologi hukum  adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik anatar hukum dengan gejala-gejala sosila lainnya 
secara empiris analitis. 
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Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari 
mengenai hubungan timbal balik anatara hukum dengangejala-gejala 
sosial lainnya secara empiris terhadap pola perilaku masyarakat dalam 
konteks sosialnya. 
2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di 
dalam masyarakat dalam mewujutkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) 
pengungkapan (revealing), dan (4) prediksi. Selanjutnya akan diuraikan 
beberapa karaktreristik sosiologi hukum sebagai berikut (Zainudin Ali, 
2006:35): 
1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap 
praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan 
ke dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik 
yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. 
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaqskan mengapa suatu 
praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar 
belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing 
kedengarannya bagi studi  hukum normatif. Studi hukum normatif 
kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “apa hukumnya” 
dan “bagaimana penerapannya” : Satjipto Raharjo  mengutip 
pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang 
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demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu cara 
menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku 
sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah 
menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga 
mampu menggungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai 
dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu sosiologi hukum 
tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, 
melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat 
internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila 
disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak 
membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan 
yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai 
objek pengamatan penyelidikan ilmu ini. 
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu 
peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu 
memprediksikan suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai 
dengan masyrakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini 
adalah “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi 
peraturan itu?” bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum 
itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif 
dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. 
Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang terterta pada 
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peraturan hukum, sedaqngkan yang kedua senantiasa mengujinya 
dengan data empiris. 
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek 
pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari 
yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan 
penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang 
demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah 
sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang 
menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan 
disini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, 
melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan 
bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena 
hukum yang ada.  
Pendekatan moral, terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum 
terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma 
hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib. 
Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka 
luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-
kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar 
sebagai sumber hukum, pendekata ilmu hukum mencoba untuk 
menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen 
dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. 
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Pendekatan ilmu hukum, pendekatan sosiologis menurut menurut 
Vilhelm Aubert (Achmad Ali, 2009:32), sosiologi hukum dipandang 
sebagai suatu cabang ilmu sosiologi umum serupa dengan sosiologi 
keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi kedokteran, perbedaanya tentu 
saja karena sosiologi hukum obyek kajiannya adalah hukum. 
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1998 : 57) 
sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang berdiri sendiri, atau merupakan 
ilmu sosial yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan 
sesamanya, yakni kehidupan sosial mengenai kehidupan atau pergaulan 
hidup, singkatnya bahwa sosilogi hukum mempelajari masyarakat 
khususnya gejala hukum dari masyarakat. 
Sosiologi hukum utamanya menitik beratkan tentang bagaimana 
hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum 
menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimanan pengaruh perubahan 
sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi 
masyarakat. (Ahcmad Ali, 1998:34) 
Menurut Roscoe Pound (Achmad Ali, 2009 : 33) bahwa karakteristik 
dari kajian sosiologi di bidang hukum adalah: 
a.  Kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari istitusi hukum 
maupun doktrin hukum. 
a. Kemudian bahwa kajian sosiologis berhubungan dengan 
kajian hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. 
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Penerima metode sains untuk studi analisis lain terhadap 
perundang-undangan.perbandingan perundang-undangan telah 
diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum, 
tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu 
satu sama lain, sebab yang merupakan hal terpenting adalah 
studi tentang pengoperasian kemasyarakatan pada undang-
undang tersebut serta berbagai efek yang dihasilkan oleh 
undang-undang tersebut. 
b. Titik berat berikut dari perhatian pound adalah bahwa kajian 
para sosiolog hukum itu ditujukan untuk bagaimana membuat 
aturan hukum menjadi lebih efektif.hal ini telah diabaikan 
hampir secara keseluruhan di masa silam. 
c. Bukan merupakan semata-mata kajian tentang doktrin yang 
telah dibuat dan dikembangkan tetapi apa efek sosial dari 
segala doktrin hukum yang telah dihasilkan di masa silam dan 
bagaimana memproduksi mereka. 
d. Kepada kita bagaimanahukum dimasa lalu tumbuh di luar dari 
kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 
e. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum 
secara wajar atau patut (equaitable application of law), yaitu 
memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi 
hakum, yang menentukan hakim menghasilkan putusan yang 
adil, di mana hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan 
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setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim 
dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara 
para pihak dengan alasan umum dari masyarakat pada 
umumnya. 
f. Akhirnya, pound menitik beratkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainnya tujuan-tujuan hukum. 
 
3. Obyek Kajian Sosiologi Hukum 
Menurut Gerald Turkel, pendekatan sosiologis juga mengenal studi 
tentang hubungan antara hukum dan moral serta logika internal hukum. 
Fokus utama pendekatan sosiologis hukum (Achmad Ali, 2009 : 61) 
antara lain: 
a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial 
b. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat 
dalam “the social world” mereka. 
c. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-
institusi hukum. 
d. Bagaimana hukum dibuat. 
e. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. 
Schuyt mengemukakan pokok-pokok bahasan sosiologi hukum 
(Achmad Ali,2009:64), yang mencakupi empat pokok bahasan: 
a) Sistem-sistem hukum; 
b) Organisasi sosial dari hukum; 
c) Warga negara dalam hukum; 
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d) Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum. 
Soerjono Soekanto mengemukakan tujuh masalah yang disoroti oleh 
sosiologi hukum (Achmad Ali, 2009 : 73-74), yaitu: 
a. Hukum dan sistem sosial masyarakat. 
b. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. 
c. Sistem hukum yang bersifat dualistis. 
d. Hukum dan kekuasaan. 
e. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. 
f. Kepastian hukum dan kesebandingan. 
g. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat 
yang mengkaji persoalan-persoalan berikut: 
1. Pengadilan 
2. Efek dari suatu peraturan perundangan-undangan dalam 
masyarakat. 
3. Tertinggalnya hukum hukum di belakang perubahan-
perubahan sosial dalam masyarakat. 
4. Definisi hukum dan pelembangaannya. 
5. Hubungan antara para penegak dan pelaksana hukum. 
6. Masalah keadilan. 
Sedangkan Achmad Ali, menjelaskan obyek utama kajian sosiologi 
hukum (Achmad Ali, 2008:19-32) sebagai berikut: 
a. Dalam mengkaji hukum sebagai govemment social control, 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah 
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khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan 
ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum 
dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh 
pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap 
perilaku warga masyarakat. 
b. Persoalan pengedalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang  ada dalam 
masyarakat, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cendrung memandang sosialisasi 
sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi 
sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
c. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum 
bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh 
Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi 
yang dikemukakan dalam dalam suatu sistem kemasyarakatan. 
Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya 
stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksaan hukum. 
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d. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduannya. Salah satu persepsi penting 
dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti 
direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan 
menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya. 
4. Teori-teori Sosiologi Hukum 
1. Teori perubahan sosial: Adanya perubahan sosial di pengaruhi 
oleh faktor kondii-kondisi teknologis dan ekonomis. Dimana 
kondisi-kondisi tersebutlah yang dianggapnya sebagai dasar 
dari organisasi-organisasi soaial maupun nilai-nilai. Karena itu 
nilai-nilai yang merupakan hasil situasi-situasi teknologis dan 
ekonomis., merupakan pula titik tolak yang harus dipelajari 
terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial. Willian F. 
Ougburn (Achmad Ali 1998:295). 
2. Teori ketaaan hukum: Berkenaan dengan maraknya fenomena 
aliran sesat dewasa ini, maka hal itu berkaitan erat dengan teori 
ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C Kelman yang 
membaginya dalam tiga jenis: 
a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang 
taat terhadap sesuatu aturan hanya takut terhadap sanksi. 
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b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
taan terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan 
baiknya dengan seseorang menjadi rusak. 
c. Ketaatan yang bersifat internalzation, yaitu jika seseorang 
taan terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.  
 
B. Pengertian Masyarakat  
Istilah masyarakat umumnya didefinisikan dengan sejumlah manusia 
dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 
anggap sama. Menurut Emile Durkhem(dalam buku Achmad Ali, 
1998,129-176) bahwa masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa 
model masyarakat yaitu: 
a. Masyarakat anti litigasi dan masyarakat litigatif. 
Pada masyarakat litigratif kecendrungan terbesar menjadikan 
litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dianggap sebagai 
cara yang normal untuk menyelesaikan persengketaan. 
Sebaliknya pada masyarakat anti litigasi tidak menyukai 
penyelesaian pengadilan. Penyelesaian cendrung dilakukan 
dengan cara mediasi atau konsiliasi agar tetap dapat 
mempertahankan suatu hubungan yang harmonis diantara 
masyarakat. 
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b. Masyarakat konsensus dan masyarakat konflik. 
Dalam tipe masyarakat konsensus umumnya dianut pendapat 
bahwa meski terdapat kehadiran kelas dan kelompok yang 
berbeda-beda serta konflik-konflik kepentingan, namun suatu 
kesatuan dan keharmonisan tertentu tetap eksis di dalam 
masyarakat. Yang menjadi dasar masyarakat adalah 
kerjasama, konsesus, commom good, perdamaian, perubahan, 
dan keseimbangan sosial. Sebaliknya bagi masyarakat model 
konflik nilai-nilai dan tindakan-tindakan berbagai kelompok yang 
ada di dalam mawsyarakat. Masyarakat konflik menempatkan 
hukum sebagai cermin lebih daripada sekedar kepentingan 
sempit dari kelompok-kelompok yang membutuhkan untuk 
mempunyai kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. 
c. Masyarakat  yang didominasi hukum dan masyarakat yang 
didominasi kultur. 
Dalam masyarakat yang didominasi hukum terdapat akidah 
supremacy of law  diamana hukum dijadikan sebagai salah satu 
ukuran untuk melakukan segala sesuatu. Sebaliknya yang 
didominasi kultur terdapat akidah supremacy of moral dimana 
moralitas dijadikan standar utama dalam melakukan sesuatu. 
d. Masyarakat sederhana dan masyarakat kompleks 
Di dalam masyarakakat sederhana, hubungan sosial dan tipe 
masyarakatnya menuruti kepercayaan-kepercayaan tentang 
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hubungan-hubungan yang berdasarkan pertalian keturunan dan 
keluarga. 
 
C. Pengertian Demonstrasi Secara Umum 
1. Jenis penyampaian pendapat di muka umum 
Adapun jenis penyampaian pendapat di muka umum tercantum 
dalam Pasal (1) ayat 3, 4, 5 dan 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yaitu: 
(3). Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secra lisan 
tulisan dan sebagainya secra demostraktif di muka umum. 
(4). Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan 
dijalan umum. 
(5). Rapat umum adalah pertemuan terbuaka yang dilakukan untuk 
menyampaikan pendapat denga tema tertentu. 
(6).Mimbar besar adalah kegiatan menyampaian pendapat dimuka 
umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema 
tertentu.  
2. Pengertian Demostrasi 
Menurut Kamus besar bahasa indonesia mengandung dua makna. 
pertama demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara 
massal atau unjuk rasa. Kedua, peragaan yang dilakukan oleh sebuah 
lembaga tau kelompok, misalnya demo masak, mendemonstrasikan 
pancasila dan lain-lain.  
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Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa demontrasi tidak 
membawa konotasi yang negatif, apalagi yang menjurus kepada 
kesalahan. Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara 
untuk menunjukan aspirasi ataupun pendapat masyarakat dengan cara 
berkumpul. Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang sangat 
penting dalam kemerdekaan berpendapat dan pada umunya digunakan 
untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik.  
Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering 
menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun 
telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk 
rasa seringkali melukai spirit demokrasi. Dimana spirit demokrasi 
bersumber pada Kedaulatan Rakyat yang merupakan paham kenegaraan 
yang menjabarkan dan pengaturan dituangkan dalam Konstitusi atau 
Undang-Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya 
disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan. 
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan 
Demokrasi terdapat adanya pengakuan dari negara bahwa setiap warga 
negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya dimuka umum. 
Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi 
Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah 
diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan 
juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
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Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak 
menyentuh secara detail tatacara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu 
sendiri namun Undang-Undang ini memberikan sedikit harapan agar 
dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi 
anarkis.  
a. Faktor Penyebab Munculnya Demonstrasi 
Mahasiswa sebagai kaum terpelajar secara teoritis mempunyai kritis 
yang jauh lebih tinggi dari masyrakatawam pada umumnya didalam 
memahami dan menilai pola kepemimpinan seseorang untuk menjalani 
roda pemerintahan. Kesadaran kritis tersebut menjadikan mahasiswa 
melakukan gerakan-gerakan moral ketika sistem kepemimpinan nasional 
menimbulkan krisis ekonomi( Arie Sudjito  dan Bambang Hudoyono, 2001: 
29) 
Faktor-faktor pendorong munculnya gerakan mahasiswa adalah 
kondisi ekonomi yang memprihatinkan, ketidakpuasan sosial, kebijakan 
luar negeri pemerintah yang tidak adil, ketidak puasan terhadap 
penguasa, politik yang tidak demokratis, semua dipandangng sebagai 
penyebab gerakan politik mahasiswa. Pada umumnya gerakan 
mahasiswa terjalin dengan kereswahan masyarakat, kondisi sosial politik 
yang kritis pada waktu itu dan semakin memburuknya kondisi ekonomi 
memunculkan suatu angkatan baru yang mendapat kesempatan 
memainkan peran. (Andi Rahmat dan M. Najid, 2001 : 67) 
23 
Suatu pembahasan mengenai gerakan mahasiswa selalu melihat 
persoalan dari dua kondisi yang saling mempengaruhi. Pertama adalah 
kondisi obyektif, yakni melihat gerakan mahasiswa dalam kerangka 
persoalan yang lebih luas, miasalnya struktur umur penduduk suatu 
negara serta sistem politik pada masa saat mahasiswa berkembang. 
Kedua adalah kondisi subyektif, yakni menilai variable-variable yang ruang 
lingkupnya langsung berhubungan dengan kepentingan para mahasiswa, 
keterbukaan pasaran tenaga kerja untuk lulusan universitas serta 
munculnya apa yang pada tahun 1960-an sudah ramai disebut sebagai 
suatu sub-kultur mahasiswa(Burhan D. Magenda, 1991:129). 
b. Jenis-Jenis Demonstrasi Mahasiswa 
Menurut Ahmad Najib Wiyadi (2004:15) terdapat tiga jenis gerakan 
mahasiswa, yaitu: 
1) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) dan senat pada perguruan tinggi yang 
memakai tradisi ideologi demokrasi liberal dengan visi merubah 
kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat;  
2) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh kaum muda yang 
mempunyai visi strategi atau taktik perjuangan melalui gerakan 
ekstra parlementer dengan karakter gerakan marxis komunis  
3) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh jaringan demokrasi 
gerakan mahasiswa radikal yang berideologi sosilis marxis yang 
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mempunyai visi mengganti pemerintah dengan kepemimpinan 
alternatif. 
Gerakan mahasiswa oelh Ahmad Najib Wiyadi (2004 : 16) juga 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerakan mahasiswa yang benar-benar 
independent artinya murni memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa 
ditunggangi oleh kepentingan politik dari kelompok tertentu dan gerakan 
mahasiswa yang mempunyai patron, artinya perjuangan gerakan 
mahasiswa mempunyai kepentingan politik tertentu dengan tujuan patron 
masing-masing. 
3. Asas Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum terdapat lima asas 
yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak 
untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Kelima asas tersebut 
yaitu: 
1. Asas kesimbangan antara hak dan kewajiban; 
2. Asas musyawarah dan mufakat; 
3. Asas kepastian hukum dan keadilan; 
4. Asas proporsionalitas; 
5. Asas mufakat; 
Pada Ayat 1 yaitu asas keseimbangan antara hak dan 
kewajiban.Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan 
demonstran atau orang yang melakukan demonstrasi dapat terwujud 
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secara seimbang.Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 5 dan 6 yang 
mengatur mengenai hak dan kewajiban warga yang menyampaikan 
pendapat di muka umum. 
Pada Ayat ke 2 yaitu asas musyawarah dan mufakat.Asas 
musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh 
pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.Musyawarah untuk 
mufakat adalah kata kunci dalam system demokrasi, segala masalah yang 
diperlu dipecahkan selalu dilakukan melalui musyawarah.Agar semua 
konflik yang terjadi dalam penyampaian pendapat, dapat diselesaikan 
melalui musyawarah. 
Ayat ke 3 yaitu asas kepastian hukum dan keadilan, adalah asas 
yang menjadi landasan Negara hukum yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggara Negara.Diamana dalam asas ini warga Negara 
yang menyampaikan pendapat di muka umum mentaati hukum dan 
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan kemerdekaan berpendapat 
serta Negara menjamin kepastian hukum dan keadilan. 
Ayat ke 4 asas proporsionalitas. Dalam  penjelasan Pasal 3 UU No.9 
Tahun 1998, Yang dimaksud dengan “asas proposionalitas” adalah asas 
yang meletakan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan 
kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, 
maupun aparat pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika 
sosial, dan etika institusional. 
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Pada ayat yang terakhir, yang terakhir, yang dimaksud dengan asas 
mufakat dalam hal ini warga negara yang menyampaikan pendapat harus 
mampu menghimpun gagasan bersama dan tenaga agar mencega 
terjadinya konflik dalam proses penyampaian pendapat. 
4. Tujuan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 
Dari sekian banyak ancaman yang membahayakan kepentingan 
hayati manusia, ancaman terhadap kebebasannya adalah yang dianggap 
sangat membahayakan, baik secara individual maupun sosial (Erich 
Fromm 2004:277). Begitu juga dalam kebebasan berpendapat di muka 
umum, setiap manusia berhak menyatakan pendapat sesuai dengan 
tujuannya. 
Dalam Pasal 4 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Penyampaian Pendapat di Muka Umum, tujuan menyampaikan pendapat 
di muka umum, yaitu: 
a. Mewujudkan perlindungan hukum yang bertanggung jawab 
sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai 
dengan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan 
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan 
menyampaikan pendapat; 
c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya 
partisipasi dan kreativitas setiap negara sebagai perwujudan 
hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 
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d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan 
kepentingan perorangan atau kelompok. 
Maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana negara memberikan 
perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganegara untuk 
menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan 
hak asasi manusia namun juga diiringi dengan tanggung jawab dari 
individual tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Sehingga dapat tercipta  suasana yang konduktif bagi 
perkembangan partisipasi dan kreativitas warganegara dalam ke 
ikutsertaan untuk mewujudkan suasana yang demokratis. 
5. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menyampaikan Pendapat di 
Muka Umum 
Pemahaman terhadap masing-masing hak dan kewajiban 
diwujudkan dengan  masing-masing (polisi dan pengunjuk rasa) 
dilapangan. Setiap kelompok yang menggunakan haknya menyampaikan 
dimuka umum, dibebani kewajiban dan tanggung jawab seperti halnya, 
menghormati hak-hak dan kebebasan orang  lain, menghormati aturan-
aturan moral yang berlaku yang diakui umum, mentaati hukum dan 
perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamananan dan 
ketertiban umum, serta menjaga persatuan dan kesatuan (Rajab 
2000;65). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU No.9 tahun 
1998. 
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Pasal 5 
Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak 
untuk : 
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas; 
b. Memperoleh perlindungan hokum; 
Pasal 6 
Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; 
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; 
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; 
dan; 
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; 
Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak pribadi yang 
masuk dalam prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.Semua 
diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). 
Pengertian HAM dalam Pasal 1 UU N0. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
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dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah , dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Serta kebebasan dalam hak melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, 
terjamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, yaitu setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak 
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada 
pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, 
dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Setelah mendapat hak, maka warga negara yang menyampaikan 
ingin menyampaikan pendapatnya harus memenuhi kewajibannya. 
Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah 
ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup 
aman, tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan “menghormati aturan-
aturan moral yang diakui umum” adalah mengindahkan norma agama, 
kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. 
6. Asas menyampaikan pendapat di Muka Umum 
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998  tentang 
Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum terdapat lima asas 
yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak 
untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, 
yaitu: 
1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; 
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2. Asas musyawarah dan mufakat; 
3. Asas kepastian hukum dan keadilan; 
4. Asas proporsionalitas; 
5. Asas mufakat.; 
Pada Ayat 1 yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan demonstran atau 
orang yang melakukan demonstrasi dapat terwujud secara seimbang. 
Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 5 dan 6 yang mengatur 
mengenai hak dan kewajiban warga yang menyampaikan pendapat di 
muka umum. 
Pada Ayat ke 2 yaitu asa musyawarah dan mufakat. Asas 
musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh 
pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia. Musyawarah untuk 
mufakat adalah kata kunci dalam system demokrasi, segala masalah yang 
diperlu dipecahkan selalu dilakukan melalui musyawarah. Agar semua 
konflik yang terjadi dalam penyampaian pendapat, dapat diselesaikan 
melalui musyawarah. 
Ayat ke 3 yaitu asas kepastian hukum dan keadilan, adalah asas 
yang menjadi landasan Negara hukum yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undnagan, kepatutan dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggara Negara. Diamana dalam asas ini warga Negara 
yang menyampaikan pendapat di muka umum mentaati hukum dan 
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memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan kemerdekaan berpendapat 
serta Negara menjamin kepastian hukum dan keadilan. 
Ayat ke 4 asas proporsionalitas. Dalam  penjelasan Pasal 3 UU No.9 
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka 
Umum, Yang dimaksud dengan “asas proposionalitas” adalah asas yang 
meletakan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan 
tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparat 
pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika 
institusional. 
Pada Ayat yang terakhir, yang terakhir, yang dimaksud dengan asas 
mufakat dalam hal ini warga negara yang menyampaikan pendapat harus 
mampu menghimpun gagasan bersama dan tenaga agar mencega 
terjadinya konflik dalam proses penyampaian pendapat. 
 
7. Tujuan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 
Dari sekian banyak ancaman yang membahayakan kepentingan 
hayati manusia, ancaman terhadap kebebasannya adalah yang dianggap 
sangat membahayakan, baik secara individual maupun sosial (Erich 
Fromm 2004:277). Begitu juga dalam kebebasan berpendapat di muka 
umum, setiap manusia berhak menyatakan pendapat sesuai dengan 
tujuannya. 
Dalam Pasal 4 Undang-undang  No. 9 tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, tujuan 
menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu: 
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a. Mewujudkan perlindungan hukum yang bertanggung jawab 
sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai 
dengan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; 
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan 
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan 
menyampaikan pendapat; 
c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya 
partisipasi dan kreativitas setiap negara sebagai perwujudan 
hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 
d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan 
kepentingan perorangan atau kelompok. 
Maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana negara memberikan 
perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganegara untuk 
menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan 
hak asasi manusia namun juga diiringi dengan tanggung jawab dari 
individual tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, sehingga dapat tercipta  suasana yang konduktif bagi 
perkembangan partisipasi dan kreativitas warganegara dalam partisipasi 
untuk mewujudkan suasana yang demokratis. 
a. Hak dan kewajiban warga negara menyampaikan pendapat di 
muka umum.  
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Pemahaman terhadap masing-masing hak dan kewajiban 
diwujudkan dengan performance masing-masing (polisi dan 
pengunjuk rasa) dilapangan. Setiap kelompok yang 
menggunakan haknya menyampaikan dimuka umum, dibebani 
kewajiban dan tanggung jawab seperti halnya, menghormati 
hak-hak dan kebebasan orang  lain, menghormati aturan-aturan 
moral yang berlaku yang diakui umum, mentaati hukum dan 
perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamananan 
dan ketertiban umum, serta menjaga persatuan dan kesatuan 
(Rajab 2000;65) 
Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 dan 6 UU No.9 tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka 
Umum yaitu sebagai berikut: 
Pasal 5: Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka 
umum berhak untuk: 
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas 
b. Memperoleh perlindungan hukum 
 
Pasal 6 
Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; 
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; 
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c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban 
umum; dan; 
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. 
Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak pribadi yang 
masuk dalam prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 
Semua diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 mengenai Hak 
Asasi Manusia (HAM).  
Pengertian HAM dalam Pasal 1 UU N0. 39 Tahun 1999 Hak 
Asasi Manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan 
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Serta kebebasan dalam hak melakukan unjuk rasa atau 
demonstrasi, terjamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 
Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang baik sendiri maupun 
bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, 
pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka 
pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, 
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baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Setelah mendapat hak, maka warga negara yang 
menyampaikan ingin menyampaikan pendapatnya harus 
memenuhi kewajibannya. Menghormati hak-hak dan 
kebebasan orang lain yang dimaksud adalah ikut memelihara 
dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, 
tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan “menghormati 
aturan-aturan moral yang diakui umum” adalah mengindahkan 
norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan 
masyarakat. Sedangkan menajga dan menghormati keamanan 
dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang 
dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan 
keselamatan umum, baik yang menyangkut orang , barang 
maupun kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
“menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa” adalah 
perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, 
kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan 
antara golongan dalam masyarakat. 
b. Tata cara penyamapain pendapat di muka umum 
Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan bagian dari 
Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. 
Hak ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu: 
36 
1. Unjuk rasa atau demonstrasi; 
2. Pawai; 
c. Akibat-akibat dari Demonstrasi 
1. Anarkisme 
Kata anarkis adalah sebuah kata serapan dari anarchy 
(bahasa inggris) dan anarchie (Belanda/Jerman/Perancis), 
yang juga mengambil dari kata yunani anarchos/anarchia. Ini 
merupakan kata bentukan a (tidak/tanpa/nihil) yang 
disisipkan n dengan archos/ archia (pemerintah/kekuasaan). 
Anarchos/anarchia (tanpa pemerintah) Sedangkan anarkis 
berartis orang yang mempercayai dan menganut anarki. 
Anarkisme berasal dari kata dasar “anarki” dengan imbuhan 
–isme. Kata anarki merupakan kata serapan dari anarchy 
(bahasa inggris) atau anarchie (belanda/jerman/perancis), 
yang berakar dari kata bahsa yunani, anarchos/anarchein. Ini 
merupakan kata bentukan a- (tidak/tanpa/negasi) yang 
disisipi /n/ dengan archos/archein (pemerintahan/kekuasaan 
atau pihak yang menerapakan kontrol dan otoritas-secara 
koersif, respresif, termaksud perbudakan dan tirani). 
“Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk 
menciptakan masyarakat tanpa hirakis(baik dalam nama 
politik, ekonomi, maupun sosial). Para anarkis berusaha 
mempertahankan bahwa anarki, ketidadaan aturan-aturan , 
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adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem 
sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan 
kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari 
kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama 
yang saling membangun antara satu dnegan yang lainnya. 
Atau, dalam tulisan bakunin yang terkenal:”kebebasan tanpa 
sosialisme adalah ketidakadilan,dan sosialisme tanpa 
kebebasan adalah perbudakan dan kebrutalan”. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkis.  Tanggal 18 februari 
2014 pukul 19.12) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan 
penelitian di wilayah hukum Kota Makassar, antara lain di Kantor 
Kepolisian Kota Besar (POLWITABES) Makassar. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi pada penelitian ini mencakupi antara lain: 
1. Aparat Kepolisian Wilayah Kota Makassar. 
2. Mahasiswa di wilayah Kota Makassar 
Dari populasi tersebut diatas, maka jumlah sampel yang di tetapkan 
secara purposife sampling terdiri atas: 
1. Aparat Kepolisian wilayah Kota  Makassar. 
2. Mahasiswa di wilayah Kota Makassar 10 Orang. 
 
C. Tipe Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Penelitian 
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai 
pandangan masyarakat terhadap demostrasi di kota Makassar. 
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D. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dihasilkan dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan, penulis golongkan dalam: 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan 
penulisan ini, seperti keterangan dari polisi, mahasiswa, 
masyarakat di kota masyarakat. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku 
dan bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada 
sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah 
yang dibahas dalam penulisan ini. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui yakni 
melalui penelitian pustaka (library research) Serta penelitian lapangan 
(field research).Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh 
landasan mengenai kajian dari permasalahan dalam penelitian ini. Dalam 
pengumpulan data lapangan, dipergunakan teknik wawancara kepada 
beberapa responden. 
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F. Analisis Data  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif 
dan kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis 
dalam memudahkan analisis data. 
2. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dari sumber-
sumber data sekunder. Selanjutnya melalui analisis deskriptif 
kualitattif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori 
tertentu. Pengelolaan data kuantitatif dilakukan dengan 
menggambarkan lewat tabel data. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Perspektif Masyarakat Terhadap Demonstrasi Mahasiswa Dikota 
Makassar 
Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk 
menunjukan aspirasi ataupun pendapat masyarakat dengan cara 
berkumpul. Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang sangat 
penting dalam kemerdekaan berpendapat dan pada umunya digunakan 
untuk mengangkat suatu isu untuk menarik perhatian publik. Salah satu 
cara para demonstran agar menarik perhatian publik dengan melakukan 
tindakan berupa pembakaran ban, menutup jalan dan pengerusakan 
kendaraan-kendaraan yang melintas, yang menjadi sasaran utama adalah 
kendaraan-kendaraan berplat merah yang merupakan kendaraan dinas. 
Dengan aksi demonstrasi anarkis inilah terkadang malah banyak pihak 
yang dirugikan terutama kerugian material yang tidak sedikit. 
Setiap demonstrasi pada hakikatnya dengan tujuan untuk didengar 
aspirasinya atau pendapatnya terhadap suatu yang menjadi tuntutannya 
namun pada kenyataannya tidak semudah itu penyampaian aspirasi 
melalui demonstrasi dapat langsung mendapat perhatian sehingga tidak 
jarang para demostran melakukan tindakan atau aksi-aksi dengan tujuan 
agar mendapat perhatian dan dapat didengar aspirasinya. 
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Bentuk aksi-aksi yang dilakukan baik berupa penutupan jalan, 
pemblokiran jalan, pembakaran ban, maupun penadahan kendaraan-
kendaran umum dengan tujuan agar mendapat perhatian publik yang di 
satu sisi menimbulkan banyak kerugian oleh pihak lain yakni para 
pengguna jalan lainnya sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan 
setiap kali terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh suatu kelompok 
mahasiswa padahal setiap demontasi pada umumnya memiliki tujuan 
untuk kepentingan umum dan untuk menunjukan aspirasi masyarakat. 
Sehingga pandangan atau perspektif masyarakat saat ini terhadap 
demonstrasi lebih cenderung kearah sisi yang negatif yakni demonstrasi 
yang dilakukan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat 
atau tercapainya tujuan dari demontrasi tersebut. Hal tersebut sesuai 
dengan wawancara yang  dilakukan oleh penulis dengan supir angkutan 
umum wawancara pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Daeng Naba 
sebagai salah satu pengguna jalan yang merasakan dampak dari adanya 
demostran yaitu bahwa: 
“ Kita ini sebagai supir angkutan umum tentu mendapatkan 
pengahsilan dari penumpang. Yang penting juga situasi jalan raya. 
Kalau terjadi macet karena demo mahasiswa, pendapatan berkurang 
karena penumpang juga tidak mau menaiki angkutan umum kalau 
macet. Kemacetan karena mahasiswa menutup jalan. Jujur saya 
paling tidak setuju kalau demo anarkis. Katanya mahasiswa ini 
berjuang untuk rakyat kecil tetapi kita juga rakyat kecil ini yang 
mendapat susah kalau mahasiswa demo. Seharusnya mahasiswa 
bisa lebih bisa mengontrol emosinya”  
 
Demontrasi mahasiswa yang sangat anarkis ini tentu sangat 
merugikan pengguna jalan, seperti supir angkutan umumyang 
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penghasilannya tergantung kondisi jalan. Jadi secara ekonomi, 
demonstrasi amhasiswa yang menutup jalan merugikan bagi supir 
angkutan umum dan masyarakat.  
Sesuai dengan pendapat para pengguna jalan lainnya yang 
dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara pada tanggal 13 
Mei 2014 dengan marisha, pegawai negeri bahwa: 
“saya pro dengan aksi demonstrasi sebagai alat penyambung 
aspirasi masyarakat karena bentuk dari apa yang dicantumkan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab sebagai negara 
demokrasi masyarakat memberi mandat kepada pemerintah untuk 
menjalankan negara. Masyarakat mempunyai hak untuk andil 
dalam pengawasan pemerintah. Sekaligus kontra dalam hal para 
demonstran yang tak tahu aturan, seperti demonstran yang 
berujung anarki bahkan vandal. Sebagai negara hukum, segala 
sesuatunya harus dilakukan berdasarkan kepada hukum, maka 
para demonstran juga tidak luput dari peraturan atau hukum positif 
yang ada. Telah diatur dalam Undang-Undang demonstrasi itu 
artinya pada  setiap demonstran haruslah tetap berada diatas rel 
hukum dalam memperjuangkan hak-haknya sehingga bisa selaras” 
 
Oleh karena itu masyarakat memandang demonstrasi itu penting. 
Masyarakat memahami bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh 
mahasiswa untuk kepentingan orang banyak. Hanya saja jika demonstrasi 
dilakukan dengan anarkis sangat merugikan bagi masyarakat apalagi 
untuk masyarakat yang penghasilannya tergantung kondisi jalan. 
Demonstrasi mahasiswa yang bersifat anarkis berefek pada pandangan 
negatif masyarakat terhadap perilaku mahasiswa. 
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B. Implikasi Hukum Terhadap Demonstrasi Mahasiswa Dalam 
Masyarakat 
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan 
Demokrasi terdapat adanya pengakuan dari negara bahwa setiap warga 
negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya dimuka umum. 
Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi 
Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah 
diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan 
juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak 
menyebutkan secara detail tata cara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu 
sendiri namun Undang-Undang ini memberikan sedikit harapan agar 
dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi 
anarkis.  
Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa demonstrasi 
mahasiswa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan 
mahasiswa di hadapan umum dengan lebih bertanggung jawab. 
Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak pribadi yang 
masuk dalam prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua 
diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).  
Pengertian HAM dalam Pasal 1 UU N0. 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
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makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan 
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia. 
Serta kebebasan dalam hak melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, 
terjamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, yaitu setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak 
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada 
pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, 
dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Setelah mendapat hak, maka warga negara yang ingin 
menyampaikan pendapatnya harus memenuhi kewajibannya. 
Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah 
harus sesuai dengan ideologi pancasila dan ikut memelihara ,menjaga 
hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Yang 
dimaksud dengan “menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum” 
adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam 
kehidupan masyarakat. Sedangkan menjaga dan menghormati keamanan 
dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat 
mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum, 
baik yang menyangkut orang , barang maupun kesehatan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan 
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bangsa” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, 
kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antara 
golongan dalam masyarakat. 
Pada umumnya tindakan demonstrasi telah diatur oleh undang-
undang sebagai bentuk pengakuan hak kebebasan berpendapat dimuka 
umum dengan tanggung jawab tanpa menimbulkan adanya pihak-pihak 
yang dirugikan, baik berupa tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang dapat 
memberikan kerugian bagi pengguna jalan lainnya. Hal tersebut sesuai 
dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polwiltabes Kota 
makassar pada .tanggal 12 Mei 2014 tentang implikasi hukum terhadap 
demonstrasi di Kota Makassar dengan Rezky Yosfiah sebagai berikut: 
“Dinas kepolisian dengan adanya UU nomor 39 tahun 1999 kita 
respect tetapi harus sesuai dengan ideologi pancasila dan kultur dari 
tempat kita berada. Sebelum melakukan demonstrasi mahasiswa 
harus melakukan izin untuk melakukan demonstrasi apabila 
melakukan demonstrasi tanpa memiliki izin maka pihak kepolisian 
akan membubarkan aksi demonstrasi. Demonstrasi boleh dilakukan 
dari pukul 09.00-18.00 jika lebih dari jam tersebut maka pihak 
kepolisian akan membubarkan. Aspirasi yang dikemukan tidak boleh 
bersifat menghasut atau menganti kedaulatan ideologi pancasil, yang 
di khawatirkan oleh pihak kepolisian apabila para demonstran 
melakukan aksi demonstrasi di tunggangi oleh orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab, yang di gerakan oleh unsur politik maupun 
unsur untuk kepentingan pribadi. Demonstrasi anarkis akan terjadi 
bila ada pemicunya seperti faktor cuaca, mahasiswa merasa 
aspirasinya tidak di dengar dan bila pemberitaan media masa tidak 
seimbang. Mahasiswa senang melakukan demontrasi jika 
diberitakan bila suatu daerah melakukan krisis demokrasi. 
Kebanyakan para mahasiswa melakukan demonstrasi tidak murni 
atas panggilan hati nurani untuk menyampaikan aspirasi masyarakat 
melainkan untuk mendapatkan makan siang dan rokok gratis dan 
dianggap tidak memiliki solidaritas dari senior-senior. Tujuan utama 
dari demonstran adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat 
tetapi disini masyarakat sendiri yang menjadi korban karena tidak 
sedikit masyarakat yang  mengantungkan hidupnya di jalan. Setiap 
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kali aksi demonstrasi berlangsung bila ingin berdamai selalu ada 
pemicu untuk terjadinya tindakan anarkis, pemicu dari tindakan 
anarkis terjadi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab 
seperti masyarakat yang melibatkan dirinya untuk masuk ke 
kelompok kepolisian lalu melempar batu ke arah mahasiswa 
sehingga ada balasan yang terjadi. Fasilitas umum yang di bangun 
dari uang masyarakat tetapi fasilitas tersebut dirusak juga oleh  
masyarakat. Mahasiswa yang ditangkap yang melakukan aksi 
anarkis jika memiliki izin hanya dilakukan pembinaan dan di 
kembalikan kepada orang tua, dan menjadi tanggung jawab dari 
kordinasi lapangan untuk membantu mengeluarkan.  Demontrasi 
yang dilakukan mahasiswa selama 3 tahun terakhir ini dianggap 
negatif oleh masyarakat. Hal itu disababkan karena meskipun 
mahasiswa menyalurkan aspirasinya melalui demonstran, namun 
masyarakat merasa nasib mereka tidak berubah.” 
 
Pihak kepolisian sangat mendukung dengan mahasiswa yang 
melakukan demonstrasi apabila sesuai dengan undang-undang 9 Tahun 
1998 dan sesuai dengan idieologi bangsa kita.  Hanya saja pihak 
kepolisian dan masyarakat menilai 3 tahun belakangan ini mahasiswa 
yang melakukan demonstrasi dianggap negatif, karena setiap kali 
mahasiswa melakukan demonstrasi pasti berujung anarkis dan 
masyarakat mengangap meskipun mahasiswa melakukan aksi 
demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi nasib 
masyarakat tidak berubah. Mahasiswa demo tentang kenaikan bbm tetapi 
pemerintah tetap menaiki harga bbm.Sesuai dengan pendapat salah satu 
pelaku demonstrasi yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan 
wawancara dengan salah satu demonstran pada 12 Mei 2014 sebagai 
berikut: 
“Sebelum kami melakukan orasi kami meminta izin ke kepolisian 
terlebih dahulu. Sebelum melakukan orasi kami memiliki 
kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu dan kami juga memirkan 
tempat yang strategis untuk mendapatkan perhatian dan ingin di 
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perhatikan oleh pemerintah. Kami melakukan kesepakatan hanya 
tempat berkumpul saja, tetapi untuk keos  terkadang media massa 
yang melakukan pemberitaan  terlalu berlebihan. Keos terjadi 
bukan karena keinginan mahasiswa tetapi ada oknum-oknum lain 
yang menginginkan demonstrasi itu untuk melakukan keos . 
oknum-oknum tersebut bukan dari pihak mahasiswa, kami juga 
tidak bisa menyebutkan siapa karena kami tidak memiliki data yang 
pasti. Kami melakukan demonstrasi juga memikirkan dampaknya 
ke masyrakat, tetapi kami hanya merugikan masyarakat 1 hari saja. 
Ketika ada ambulance melitas kami memberikan ruang untuk 
ambulana, jika ada yang ingin bekerja dan karena kelakuan kami 
dijalanan membuat mereka terlambat dan di pecat pertanyaan kami 
jika kemarin kenaikan bbm tidak di gubris oleh pemerintah ada 
berapa rakyat yang akan kelaparan. Pada hakikatnya kami 
melakukan demonstrasi karena ingin didengar. Terkadang apa 
yang kita aspirasikan untuk masyarakat tidak didengar oleh 
pemerintah, dan terkadang apa yang kita lakukan dijalan itu harus 
memiliki varian baru untuk merumuskan evaluasi bagaimana 
gerakan kedepannya. Kami sebenarnya juga tidak ingin turun ke 
jalan, tapi apabila kita memiliki ruang yang dibuka kan pemerintah 
untuk mengajukan aspirasi rakyat seperti ke DPR, gubernur tetapi 
pemerintah tidak memberikan kami ruang untuk menyampaikan 
aspirasi masyarakat secara langsung kepada wakil rakyat yang 
membuat kami harus melakukan bentrok untuk menarik perhatian 
pemerintah. Kemacetan dan keos  itu terjadi bukan karena 
keinginan kami, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang tidak 
bertanggung jawab yang mencidrai gerakan kami. Sebelum 
melakukan aksi kami memiliki antisipasi terlebih dahulu seperti kita 
membuat tim-tim khusus untuk mengontrol jalannya demonstrasi, 
tim-tim kami menjaga apakah di kelompok kami mahasiswa semua 
atau ada masyarakat yang terlibat. Sudut pandangan masyarakat 
tentang demonstrasi sekarang lebih ke negatif, karena kesadaran 
politik masyarakat semakin berkurang sehingga oknum-oknum 
tersebut dapat mempengaruhi rakyat. Apabaila terjadi keos dan 
mahasiswa diamankan oleh polisi itu semua menjadi tanggung 
jawab jendral lapangan. Selama saya berorasi tidak pernah ada 
teman-teman yang diamankan oleh polisi, maka kami harus berhati-
hati makanya di proteksi betul itu hasrat demokrasi.”  
 
Mahasiswa yang melakukan demonstrasi sebenarnya tidak 
menginginkan terjadinya anarkis, hanya saja terkadang ada oknum-oknum 
tertentu yang menjadi provokator. Mahasiswa yang melakukan demo dan 
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terjadinya anrkis karena mahasiswa merasa tidak di dengar aspirasinya 
oleh pemerintah.  
Pelanggaran yang sering dilakukan mahasiswa ketika sedang 
berdemonstrasi adalah memacetkan jalan, pengrusakan dan pembakaran 
fasilitas umum, serta pengrusakan dan pembakaran mobil atau kendaraan 
pemerintahan. Memacetkan jalan adalah yang sering terjadi sedangkan 
pengrusakan fasilitas umum adalah lampu lalu lintas. Selain itu 
pembakaran ban mobil Perilaku mahasiswa yang melakukan demonstasi 
tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.konsekuensinya adalah polisi 
harus membubarkan  demonstrasi dan meminta pertanggung jawaban 
kepada yang bertanggung jawab atas demonstrasi tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Adapun kesimpulanyang peneliti dapatkan berdasarkan penelitian 
ini, yaitu: 
a. Sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi,maka 
masyarakat berpersepsi bahwa demonstrasi mahasiswa itu penting 
jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun 
masyarakat menolak jika demonstrasi dilakukan secara anarkis. 
Demonstrasi mahasiswa yang bersifat anarkis berupa tindakan 
menutup jalan, pengrusakan fasilitas umum dan terkadang bentrok 
dengan polisi juga dinilai sebagai tindak yang tidak bermoral, 
merugikan dan meresahkan masyarakat. 
b. Oleh karena itu masyarakat menaruh harapan agar demonstrasi 
mahasiswa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku 
dalam pelaksaan demonstrasi seperti harus memiliki izin terlebih 
dahulu untuk melakukan demonstrasi, tidak boleh melakukan 
demonstrasi lewat pukul 18.00, tidak boleh melakukan demonstrasi 
di rumah sakit, tempat beribadah, sehingga mahasiswa yang ingin 
melakukan dmeonstrasi harus terlebih dahulu mengetahui aturan-
aturan sebelum melakukan demonstrasi. 
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B. Saran   
Adapun saran-saran yang peneliti hendak kemukakan berdasarkan 
hasil penelitian ini, yaitu : 
a. Bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi sebaiknya dilakukan 
secara tertib santun dan memperhatikan etika-etika atau moral sesuai 
dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dalam Undang-Undang 
Pasal 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka 
Umum sehingga tujuan dari aksi demonstrasi berupa penyampaian 
aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan lebih mudah 
diterima.berdasarkan aturan yang berlaku.  
b. Dalam melakukan suatu perbuatan hendaknya kita dapat berpikir 
dampak dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan dapat merugikan 
diri sendiri dan masyarakat.  
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